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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

a. Pemegang Hak Tanggungan dalam gugatan wanprestasi perjanjian 

modal kerja memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat sebagai 

kreditor, dengan hak prioritas dalam pelunasan piutang dari objek 

jaminan. Hak eksekusi atas Hak Tanggungan tidak terpengaruh oleh 

gugatan wanprestasi, kecuali ada keputusan hukum yang membatalkan 

atau menunda pelaksanaan eksekusi tersebut. Meskipun ada gugatan 

wanprestasi yang diajukan debitur atau pihak lain, kedudukan hukum 

pemegang Hak Tanggungan tetap kuat. Ia tetap memiliki hak untuk 

mengeksekusi jaminan, kecuali ada putusan pengadilan yang secara 

khusus menghentikan proses eksekusi (misalnya, dalam kasus adanya 

sengketa yang terkait dengan keabsahan Hak Tanggungan). 

b. Hakim memberikan kedudukan hukum yang kuat kepada pemegang 

Hak Tanggungan sebagai kreditor separatis dalam perkara wanprestasi 

perjanjian modal kerja. Pemegang Hak Tanggungan tetap memiliki hak 

preferen untuk mengeksekusi jaminan, selama memenuhi unsur 

wanprestasi dan prosedur eksekusi yang sah, demi menjamin kepastian 

hukum dan perlindungan hak atas piutang. Analisis Kasus Putusan 

Kasasi No. 1511-K/Pdt/2024 Dalam kasus ini, pengadilan menegaskan 

bahwa: 
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Hak pemegang hak tanggungan harus dilindungi sesuai dengan 

aturan yang berlaku, termasuk hak untuk mengeksekusi objek hak 

tanggungan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, 

eksekusi hak tanggungan harus dilakukan dengan prosedur yang sah 

dan adil, sehingga tidak merugikan pihak lain, termasuk debitur atau 

pihak ketiga yang mungkin memiliki kepentingan atas objek hak 

tanggungan. 

 

B. Saran 

Dalam uraian di atas maka penulis memberikan saran yaitu: 

1. Menurut penulis bahwa penyelesaian hutang dalam gugatan wanprestasi 

perjanjian modal kerja sebaiknya dilakukan melalui mediasi terlebih 

dahulu, di mana debitur diberi kesempatan untuk melunasi hutangnya 

sebelum objek jaminan dijual. Jika hutang berhasil dibayar, maka hak 

tanggungan dapat dicabut melalui roya, yang mengembalikan kepemilikan 

tanah tanpa beban hukum, dengan pendekatan ini, baik kreditur maupun 

debitur mendapatkan keuntungan sehingga kreditur tetap menerima 

pembayaran tanpa harus melalui proses lelang yang lama, dan debitur dapat 

menghindari eksekusi dengan menjual asetnya sendiri atau mencari 

alternatif pembayaran lainnya. 

2. Bagi pemerintah membuat peraturan telah mengatur secara tegas dan 

memberikan artian yang jelas mengenai penyalahgunaan keadaan dan lebih 

menekankan apa saja unsur-unsur ataupun perbuatan yang tergolong 
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penyalahgunaan keadaan dan bagaimana pembuktian adanya 

penyalahgunaan keadaan yang beresiko perjanjian kredit/hutang piutang 

dengan jaminan yang dibebankan hak tanggungan dapat dibatalkan. agar 

debitur maupun kreditur saling mengetahui posisi mereka masing masing 

dalam perjanjian kredit/hutang piutang dengan jaminan yang dibebankan 

hak tanggungan dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum jika 

adanya pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan keadaan sehingga 

tidak menyebabkan ketimpangan hukum antara pemahaman masyarakat 

dengan majelis hakim mengenai penyalahgunaan keadaan atau undue 

influence.  
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